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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

di bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengendalian kegiatan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di 

Kabupaten Melawi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Dinas Perkebunan dengan cara melakukan pengawasan terhadap 

aktifitas perusahaan, pelaksanaan izin lingkungan, melakukan 

sosialisasi kepada semua perusahaan perkebunan yang dekat dengan 

daerah rawan kebakaran, mewajibkan perusahaan untuk melengkapi 

sarana dan prasarana antisipasi karhutla, melakukan pengecekan 

lapangan, memberikan sanksi yang tegas, dan serta Dinas Lingkungan 

Hidup dan instansi terkait melakukan sosialisasi tentang Peraturan 

Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang tata cara pembukaan lahan bagi 

masyarakat tradisional di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Melawi. Pengendalian Kebakaran hutan di Kabupaten Melawi belum 

berjalan efektif, dikarenakan ada beberapa kendala. 

2. Belum optimalnya Pengendalian Kebakaran hutan akibat pembukaan 

lahan di Kabupaten Melawi diakibatkan adanya kendala berupa 

kekurangan anggaran yang menjadi salah satu faktor pendukung 

dalam setiap kegiatan usaha pencapaian yang target kinerja yang telah 

direncanakan. dan kurangnya personil PPLH dimana tugas dan 
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fungsinya sangat banyak sehingga membuat Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Melawi tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, 

maka penulis mengajukan saran antara lain : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi perlu lebih optimal 

dalam melaksanakan pengendalian, dan pencemaran lingkungan 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diharapkan 

konsisten dalam pengawasan dan memberi sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pembukaan lahan tanpa dibakar dan bahaya 

tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar.  

2. Dinas Perkebunan perlu memberikan sosialisasi atau pengarahan ke 

masyarakat di Kabupaten Melawi tentang bahaya kebakaran hutan 

akibat pembukaan lahan perkebunan apabila dilakukan setiap 

tahunnya. 
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